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KATA PENGANTAR

iskursus mengenai pemilihan umum menjadi bahan diskusi
Dyang menarik bagi para penstudi ilmu politik dan ilmu

pemerintahan karena banyak dimensi yang dapat ditinjau
baik dari sisi peserta Pemilu, partisipasi publik/opini publik, hingga
pada tata kelola organisasi penyelenggara Pemilu. Menarik karena
tidak hanya elemen akademisi maupun praktisi yang melakukan
perdebatan dalam Penyelenggaraan Pemilu, namun masyarakat
hingga kalangan bawah mendiskusikan tema Pemilu meskipun dalam
konteks yang sederhana. Namun tema ini tetap menjadi diskusi politik
yang menarik karena konteks kajian yang luas bahkan dapat dikaji
dari berbagai sisi keilmuan.

Dalam pemahaman yang sederhana, Penyelenggaraan Pemilu
yang memiliki kredibilitas tinggi berpengaruh pada proses dan hasil
yang berdampak pada berbagai proses kebijakan yang berdampak
pada masyarakat. Apabila ditinjau secara detail, setiap tahapan proses
pemungutan suara sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan
politik. Bisa dibayangkan apabila penyelenggara Pemilu tidak
menjunjung tinggi asas keadilan, egalitarianisme, dan transparansi,
proses pemungutan dan penghitungan suara akan berdampak pada
lemahnya public trust. Efeknya adalah partisipasi publik terhadap
Penyelenggaraan Pemilu akan menurun, manipulasi data, korupsi,
hingga proses politik yang tidak berjalan.

Indonesia memiliki titik terendah dalam kredibilitas
Penyelenggaraan Pemilu di era kepemimpinan Presiden Soeharto.
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menggunakan
instrumen melakukan teror ke masyarakat supaya berpartisipasi
politik mendukung partai Golkar yang dipimpin oleh Soeharto. Tidak
hanya itu, pengerahan massa melalui Aparatur Sipil Negara (ASN)



dituntut hingga memengaruhi keluarga dan lingkungan. Meskipun
terdapat partai lain selain Golkar, namun penggiringan partisipasi
politik publik cenderung tidak berdasarkan asas yang demokratis.
Dampaknya rezim militer dapat berkuasa hingga 32 tahun. Selama itu
pula masyarakat tidak memiliki kebebasan yang diinginkan.

Pasca reformasi, perubahan yang terjadi secara total tidak hanya
di sektor politik, namun juga tata kelola pemerintahan termasuk
dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Meskipun era reformasi sudah
berlangsung selama 6 periode Pemilu, namun Indonesia masih
memiliki perubahan pada sejumlah aturan. Pada awalnya, pemilihan
presiden dilaksanakan oleh MPR. Namun sejak tahun 2004,
pemilihan presiden maupun lembaga eksekutif lainnya dipilih
masyarakat secara langsung dan partai politik yang berpartisipasi
semakin banyak. Reformasi inilah yang menandai perubahan pada
sistem sekaligus memperbaiki kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu.

Model pemilihan secara langsung menjadi bentuk yang
diadopsi saat ini. Namun banyak penstudi mengkaji lagi terkait biaya
Penyelenggaraan Pemilu yang dinilai sangat mahal. Mahfud MD
berpendapat bahwa lebih baik sistem yang diterapkan adalah
pemilihan eksekutif melalui legislatif dengan mencontoh pemilihan
pada sistem parlementer. Namun konsekuensi itu akan mengubah
struktur politik dan pemerintahan negara. Sehingga mempelajari
penyelenggara pemilihan umum sangat menarik dikaji karena
dinamika yang berkembang.

Buku ajar ini bertujuan untuk tidak hanya memahami pemilihan
umum, tetapi juga mempelajari instansi yang menyelenggarakan
Pemilu. Buku ini sengaja memfokuskan pada satu instansi yaitu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan mampu memahami
secara mendalam peran, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawab dalam menyelenggarakan Pemilu.

Buku ini pada bagian awal bab akan menjelaskan secara
konseptual sebagai dasar Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian pada
bab selanjutnya berfokus pada sejarah pemilihan umum di Indonesia
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pada setiap era, struktur hierarki organisasi, hingga kerja sama yang
dilakukan KPU. Pada bagian empat sengaja difokuskan pada KPU di
level daerah karena sebagai eksekutor di lapangan, instansi ini
memiliki sejumlah kerja sama atau mitra yang tidak banyak diketahui
oleh publik. Sehingga buku ini sekaligus memberikan edukasi untuk
masyarakat mengenal lebih jauh.

Selain itu pada bagian bab terakhir mengulas berbagai
permasalahan yang dihadapi penyelenggara. Bahasan ini sengaja
digali pada berita-berita dengan tujuan menambah wawasan secara
praktis apabila mahasiswa suatu saat nanti bergelut pada dunia kerja
di instansi ini. Sehingga diharapkan mahasiswa memiliki bekal yang
cukup ketika lulus dari materi pada salah satu mata kuliah yang
berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

Ponorogo, 30 Maret 2025

Dr. Jusuf Harsono, M.Si.
Penulis
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KATA PENGANTAR PENERBIT

berkat rahmat dan karunia-Nya, buku TATA KELOLA

PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA: SEJARAH,
STRUKTUR, KOLABORASI DAN TANTANGAN dapat terwujud dan
hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen
untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia,
kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu
pengetahuan dan pendidikan melalui penerbitan karya ini.

Model pemilihan langsung yang berlaku saat ini menuai kajian terkait
biaya penyelenggaraan yang tinggi. Wacana pemilihan eksekutif melalui
legislatif ala sistem parlementer muncul, namun berpotensi mengubah
struktur politik dan pemerintahan. Dinamika penyelenggara Pemilu,
khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi fokus menarik untuk
dipelajari. Buku ajar ini bertujuan memahami Pemilu dan secara mendalam
peran, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab KPU. Pembahasan
awal mencakup konsep dasar Pemilu, diikuti sejarah Pemilu di setiap era,
struktur organisasi KPU, kerja sama di berbagai tingkatan, hingga fokus
pada KPU daerah sebagai pelaksana di lapangan dan mitra kerjanya yang
sering kali kurang dikenal publik, dengan tujuan memberikan edukasi yang
lebih komprehensif kepada masyarakat.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada
penulis, yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi
penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di
Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang
berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang
dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

P uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish
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